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ABSTRAK

Dalam Pasal 27 ayat (1} Undang-Undang Dasar Negarn Republik Indonesia
Tiahuan 1945 menyatakan adanya kesamaan kedodukan hukum bagi segala warga
masvarakat, Begite jega halnya denpan sakst di mana scorang saksi diber
perlindungan hukum baik perlindungan Gsik maopun perlindungan mental seria
harta bendanya. Untuk membenkan perlindungan terhadap saksi tersebut,
pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Rorban, Peomasalaban lisan ini adalah: Perg, bagai
mang pelaksanaan perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang
Momor 13 Tahun 2006 pada tahapan rangkaian persidangan peradilan pidana di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. Fedus apa kendala yang dihadapi
datam  pembenan perlindungsn sakst dan korban pada rahap rengekeian
persidangan peradilan pidana Kefiga, apa vpaya penangeolangan yang dilakokan
untuk mengatasi kendala terscbut. Metode penelitian yang dipakat adalah yuridis
sosiologis maksudnvae vaitn pendekatan masalah  yang selain menggunakan
literatur  kepustakaan, juga melakukan  penelivan  dilapangan. Data  vang
digunakan wvaitu data peimer dan data sebusder yang diperoleh dan teknik
penpumpilan deta berupa wawancars dan dekumen staupun studi kepustakaan
selanjuinya di olab dan diznalisis dengan menggunakan metode kuslitatif Dari
hastl penelitian memperlihatkan bahwe o/ pada pnnsipnya perlindungan saksi
belum dapat dilaksanakan desgan optimal, Eareng Lembaga Peclindungan Saksi
dan Korban sebagai mana dimanatkan Oleh Undang-lUndang Momar 13 tahue
2006 belum berjalin sebagal mana mestinva. sementara fungst dan lembaga i
sangat dibutubkan sekali untuk membenkan perlindungan hukum terhadap saksi.
b kendala vang dibadapt dalam pemberian perhndungan terhadap saks adalah
belum adanye peraturan  pelsksana yang mengatur  mengenai  TJUPSE,
keterbalasan KUUHAP dalam mengatur perlindungan terhadap saksi, dan masalah
budayve masvarakar vang takut untuk menjadi seorang sakst vang semuanya in
mengakibatken tidak lercapaiva Keaditan hokwm, o) unik mengatesi kendala
terschut, penvidik atau pihak Paln tetap memberikan perlindungan terhadap saksi
meskipun LPSK helum dapat berjalan secara optimal, D4 samping ite Pols juga
selalu mensosialisastkan Undang-Undang Nomorl3 tahun 2006 kepada setiap
siksi vanyr akan diperiksa dan kepada jajaran aparal pensgek hukum, Kemudian
upava wnmk menanggulang kendala tersebut juga dapae dilihar dari figa aspek
sepertl instrument hukum, strektor kelembapaan, serta budaya masyarakar dan
penegak hukum,



BAB |
PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berdasarkan atas bukum {rechstaat). maka sudah
menjadi  kewajiban  bersama untuk menegakkan hukum di osegala bidang
kehidupan masyarakat. Hal ini sesual dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal
27 avat (1) Undanp-Undang Dasar Negara Republik Indopesia Tabun 1943 vang
menyatakan adanva kesamaan kedudukan hukum bapi segala warga masvarakat.
fial ini tak lain dan tak buksan umiuk mencapa keamanan, kenyamanan, dan
ketertiban dalam masyarakat sehagai bagian dar tjuan Hukuam,

Khususnya hukum Pidans, penegakan hukum sangat dibutubkan untuk
mencapal tujuan hukum  yaitu keamanan, kenvamanan, dan kescjableraan
masyarakal. Untuk mepcapal semua itu hukuwm  memberikan sanksi  bagi
relanggarnya.  Bentuk-bentuk sanksi dalam hukum pidana distur dalam KUHDP
tepalnva Pasal 10 yang di antaranya berbagai sanksi tersebut adalaby sanksi pidana
penjart, pidana mati, denda dan lain-lain.  Sanksi ini bertujuan untuk member
cfek jera bagl pelaku pidana agar di masa vang akan datang tidak mengulangi lagi
perhuataninya.

Salah satu bentuk sanksi i atas diberikan bagi pelanggar hukum sesuai
Zengan bepfuk tindak pidana yang dilakukannys, Pengaturan sanksi pidana di
svubkan melalyi proses vang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana, Proses tersebut dimulat dari tahap penyelidikan,

senvidikan, penuntutan, pembuktian di persidangan. dan akirnya putusan hakim.



Dalam rangkaian proses tersebul, terutama tohap p::m-bui:timn alat bukti
merupakan kunci darl putusan hakim dalum menjatuhkan putusan pidana. Hal ini
sesuai denpan Pasal 183 KUHAP yang menvatakan hakim tidak  boleh
menjatubkan pidana kepada  seseorang kecuali apabila dengan  sekumng-
kurangnya dua alat bukti yang sah ja peroleh kevakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang hersalah melakukannya,

Alat bukii yang sah menurut Pasal 184 KUHP dalam perkara pidana
adalah -’

1. Alat bukti vang sab alah:

a. Kelerangan saksi:
B, Keterangan ahli;
C. Surat;

d. Petunjuk;

e Keterangan terdalowa.

I

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibukiikan.,

Dari berbagai alat bukti di atas, keterangan saksi adalah alat
bukti yang sangat penting bagi putusan pengadilan. Keterangan saksi
merupakan alat bukti yang mudah entuk dipertangoung jawabkan di
sidang penpadilan. Keterangan sakst menurt Pasal 1 butir 27 KUHAP
adalah suatu alat bukti dalam pekara pidana  berupa kelerangan dari
saksl mengenal suatu peristiwa pidana, vang ia dengar sendin, ia lihat
sendin dan @ alami sendiri dengan menyebutkan alasan  dari
pengetahuannya .

" Andi Harmzah, 2005, Hutemdecrs Pidana fndonazio, Sinar Grafika, Jakara, hlm.23
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A, Kesimpulan
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Pelaksanzan perlindungan saksi menurut UUPSK sampal sekarang ini

bulumlah eptimal dalam proses peradilan hukum pidana. Polri sebagai

pihak vang melgksanakan perlindungan hukum hanye dapat melakukan

Pelaksanzan perlindungan saksi sebams perlindunzan hukum yang ada &

dalam KUHAP.

Fendala yang ditemuw dalam pembenan perlindungan terhadap saksi dapat

dilihat.

.

Dan Undang-Undang slu sendinn di mana  Peraturan  Pelaksana
Undang-Undang Nomer 13 ahun 2006 belum ada dan kelerbatasan
EUHAT dalam mengatur perlindungan saksi dan korhan.

Dari kelembagaan diantaranva belum adanya Domisili LPSE untuk
daerah khusunya di wilayah kota Padang, sarana dan prasarana yang
kurang memadai bagi pelaksana perlindungan hukum terhadap saksi
dan korban oleh pelaksana perlindungan tersebut terutama Polr,
desakan dan masayarakal dan perintah  darl pihak kejaksaan dan
kehakiman atas perlindungan yang dimadsud belum ada.

Karena budava masyarakal yang tidak mau menjadi saksi karena

alasan ketakutan pada aparat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penyidik  atau pihak polri tetap

memberikan perlindungan terhadap saksi meskipun LPSK belum dapat
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